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ABSTRACT 

 

This study aims to analyzing factors which influenced the timeliness of 

Indonesia’s government. This study examine the size of region’s government, 

financial independency of region’s government, wealthiness of region’s 

government, and audit opinion. 

Sampling method is purposive sampling and there are 33 of region’s government 

in Indonesia. Using the secondary datas, which are the report financial 

investigation result of region’s government in 2009-2013. There is interview 

analysis in one of the sample for making the hypotesis stronger. 

The result of this study shows that the financial independency of region’s 

government and audit opinion significantly positive to the timeliness, and region’s 

government size and the wealthiness doesn’t significant with the timeliness.  

Keywords: Timeliness, region’s government size, financial independency of 

region’s government, wealthiness of region’s government, and audit opinion. 

 



 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor–faktor yang mempengaruhi 

ketepatan waktu pada pemerintah daerah provinsi se–Indonesia. Faktor–faktor 

yang diteliti adalah ukuran pemerintah daerah, kemandirian keuangan daerah. 

Kekayaan pemerintah daerah dan opini audit. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling 

dan diperoleh 33 pemerintah daerah provinsi se–Indonesia. Data yang digunakan 

adalah data sekunder, yaitu laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan 

pemerintah daerah provinsi pada tahun 2009-2013. Peneliti ini juga menggunakan 

tambahan analisis wawancara pada salah satu sampel penelitian (Provinsi 

Lampung). Tambahan analisis ini bertujuan untuk memperkuat bukti hipotesis 

yang telah dilakukan pengujian dengan regresi logistik. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kemandirian keuangan pemerintah daerah dan 

opini audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu, sedangkan ukuran 

pemerintah daerah dan kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu. 

 

Kata Kunci : Ketepatan waktu, ukuran pemda, kemadirian keuangan daerah, 

kekayaan pemda dan opini audit.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

Perkembangan sektor publik di pemerintahan Indonesia umumnya dituntut untuk 

mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparasi dan akuntanbilitas karena 

laporan keuangan pemerintah daerah merupakan kompenen yang penting untuk 

dapat memberikan informasi kepada publik agar dapat dijadikan sebagai fungsi 

informasi dalam pengambilan keputusan oleh pihak luar. Menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah disempurnakan dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 

bahwa informasi yang telah disajikan oleh pemerintah daerah dapat bermanfaat 

jika informasi yang disajikan secara: (a) relevan dalam hal ini relevan berkaitan 

dengan manfaat informasi yang disajikan dan tepat waktu penyajian laporan 

keuangannya, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami. Salah 

satu ciri khusus akuntansi sektor publik adalah ketaatan (compliance) terhadap 

peraturan perundang-undangan (Mandiasmo, 2009). 

 

Peraturan perundang-undangan yang memberikan bukti tentang batasan waktu 

penyampaian laporan keuangan agar pemerintah daerah dapat lebih tepat waktu 

dalam menyajikan laporan keuangannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
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 13 Tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang secara tegas memberikan batasan waktu 

penyampaian laporan keuangan untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan 

keuangan daerah yaitu sebagai berikut: 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal  31 

ayat (1): Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan 

daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa 

laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, 

selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 

56 ayat (3): Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan 

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 17 ayat (1): Laporan hasil 

pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK 

kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan 

keuangan dari pemerintah daerah. 

 

 

Pemberlakuan undang-undang tentang  akuntansi pemerintah yang ada ternyata 

tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi salah satunya terkait dengan 

ketepatan waktu pelaporan keuangan di sektor pemerintahan. Terbukti banyaknya 

keterlambatan penyampaian laporan keuangan dari yang seharusnya batasan 

waktu yang ditegaskan oleh Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 diwajibkannya 

laporan keuangan pemerintah daerah untuk dapat memberikan kepada Badan 

Pemeriksaan Keuangan agar diperiksa selambat-lambatnya 2 bulan setelah 

penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah sejak berakhirnya tahun 

anggaran agar laporan hasil pemeriksaan diterbitkan sesuai dengan batasan waktu 

yang ada.  
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Berdasarkan peraturan tersebut masih terdapat pemerintahan provinsi yang tidak 

tepat waktu terkait dengan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan 

pemerintah daerah karena tidak sesuai dengan batasan waktu peraturan yang ada. 

Menurut tanggal penerbitan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan 

Keuangan  terdapat persentase ketepatan waktu laporan hasil pemeriksaan yang 

bervariasi dengan keterlambatan laporan hasil pemeriksaan yang ada. Data terkait 

dapat dilihat pada tabel 1.1: 

Tabel 1.1 

Tanggal LHP LKPD TA 2011-2013 

  

No Nama Provinsi 

Tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tepat 

Waktu 

( %) 

 Tahun 

2011 

Tahun 

2012 

Tahun 

2013 

 

1 

NANGROE ACEH                             

DARUSALAM 
Xc121 SEPT 2012 24 JULI 2013 21 MEI 2014* 33% 

 

2 SUMATERA UTARA 
16 MEI 2012* 13 MEI 2013* 16 MEI 2014* 

100% 

 

3 SUMATERA BARAT 
12 MEI 2012* 6 MEI 2013* 24 APRIL 2014* 

100% 

 

4 RIAU 
1 MEI 2012* 7 MEI 2013* 8 MEI 2014* 

100% 

 

5 KEPULAUAN RIAU 
18 MEI 2012* 17 MEI 2013* 12 MEI 2014* 

100% 

 

6 JAMBI 

19 APRIL 

2012* 
7 MEI 2013* 19 MEI 2014* 

100% 

 

7 

SUMATERA 

SELATAN  
22 MEI 2012* 11 JUNI 2013 13 JUNI 2014 

33% 

 

8 

KEPULAUAN 

BANGKA BELITUNG 
29 MEI 2012* 12 JUNI 2013 6 JUNI 2014 

33% 

 

9 BENGKULU 
26 MEI 2012* 24 MEI 2013* 21 MEI 2014* 

100% 

 

10 LAMPUNG 
19 JUNI 2012 28 MEI 201* 23 JUNI 2014 

33% 

 

11 DKI JAKARTA 
29 MEI 2012* 27 MEI 2013* 19 JUNI 2014 

67% 

 

12 JAWA BARAT 
25 MEI 2012* 24 MEI 2013* 26 MEI 2014* 

100% 

 

13 BANTEN 
29 MEI 2012* 28 JULI 2013 28 MEI 2014* 

67% 

 

14 JAWA TENGAH 
24 MEI 2012* 24 MEI 2013* 10 MEI 2014* 

100% 

 

15 

DAERAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA 
16 MEI 2012* 27 MEI 2013* 13 ME 2014* 

100% 
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16 JAWA TIMUR 
6 MEI 2012* 5 MEI 2013* 5 MEI 2014* 

100% 

 

17 BALI 
28 MEI 2012* 30 MEI 2013* 28 MEI 2014* 

100% 

 

18 NTB 
9 MEI 2012* 5 MEI 2013* 21 MEI 2014* 

100% 

 

19 NTT 
14 JUNI 2012 26 JULI 2013 3 JUNI 2014 

0% 

 

20 

KALIMANTAN 

BARAT 
13 MEI 2012* 24 MEI 2013* 16 JUNI 2014 

67% 

 

21 

KALIMANTAN 

TENGAH 
24 JULI 2012 13 MEI 2013* 19 JUNI 2014 

33% 

 

22 

KALIMANTAN 

SELATAN 
4 JUNI 2012 7 JUNI 2013 26 JUNI 2014 

0% 

 

23 

KALIMANTAN 

TIMUR 
23 JUNI 2012 30 MEI 2013* 6 JUNI 2014 

33% 

 

24 SULAWESI BARAT 
15 JUNI 2012 28 JUNI 2013 16 JUNI 2014 

0% 

 

25 SULAWESI TENGAH 
16 MEI 2012* 30 APRIL 2013* 6 MEI 2014* 

100% 

 

26 

SULAWESI 

TENGGARA 
14 MEI 2012* 28 APRIL 2013* 10 MEI 2014* 

100% 

 

27 

SULAWESI 

SELATAN 
25 MEI 2012* 1 MEI 2013* 23 MEI 2014* 

100% 

 

28 GORONTALO 
29 JUNI 2012 31 MEI 2013* 26 MEI 2014* 

67% 

 

29 MALUKU 
22 MEI 2012* 4 JUNI 2013 22 MEI 2014* 

67% 

 

30 MALUKU UTARA 
29 JUNI 2012 30 JULI 2013 4 JULI 2014 

0% 

 

31 PAPUA BARAT 

31 AGUSTUS 

2012 

20 AGUSTUS 

2013 
19 AGUSTUS 2014 

0% 

 

32 PAPUA 
15 MEI 2012* 6 JULI 2013 1 JUNI 2014 

33% 

 

33 SULAWESI UTARA 
29 MEI 2012* 13 JUNI 2013 23 JULI 2014 

33% 

 

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (2009-2013) 

Keterangan : *)Laporan keuangan yang tepat waktu 

 

Berdasarkan tabel mengenai laporan hasil pemeriksaan oleh BPK, maka terlihat 

persentase ketepatan waktu yang bervariasi dari seluruh pemerintahan provinsi 

yang dijadikan sebagai contoh fenomena untuk dapat melaporkan laporan 

keuangan dengan tepat waktu. Terlihat hampir semua pemerintah seluruh provinsi  

melaporkan laporan keuangannya dengan tepat waktu namun masih terdapat 
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beberapa provinsi yang mengalami keterlambatan dalam penerbitan laporan hasil 

pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang akan disajikan. 

 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan 

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang 

berkepentingan (Sukoco, 2013). Laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan 

pemerintah daerah yang telah dipublikasikan tepat waktu berpengaruh terhadap 

pihak luar untuk dijadikan pengambilan keputusan. Peneliti tertarik untuk dapat 

membuktikan faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi kinerja pemerintah 

daerah sehingga dapat menjadikan laporan keuangan hasil pemeriksaan dapat 

tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. 

 

Penelitian ini dimodifikasi dari Kartiko (2015) yang menguji pengaruh opini 

audit, kualitas auditor, dan sistem informasi yang terintegrasi terhadap 

keterlambatan penerbitan laporan hasil pemeriksaan pemerintah daerah dengan 

sampel pemerintah daerah selama tahun anggaran 2011-2012. 

 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini adalah dengan 

melakukan analisis ketepatan waktu penerbitan laporan hasil pemeriksaan laporan 

keuangan pemerintah daerah dan memperluas sampel yang dilakukan selama 

tahun 2009-2013 di seluruh provinsi Indonesia. 

 

Penelitian tentang ketepatan waktu penerbitan laporan hasil pemeriksaan laporan 

keuangan pemerintah daerah masih relatif jarang dilakukan di Indonesia. 

Penelitian ketepatan waktu  biasa dilakukan dengan menggunakan data primer, 

bahwa ketepatan waktu dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan teknologi 
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informasi (Desmiyawati, 2014). Penelitian lainnya menunjukkan bahwa opini 

audit WTP, jenjang pendidikan Strata 2 akuntansi manajer audit, sertifikasi 

profesional di bidang audit, dan penyelenggaraan sistem informasi akuntansi 

berbasis teknologi informasi yang terintegrasi secara signifikan mampu menekan 

jangka waktu keterlambatan penerbitan LHP LKPD (Kartiko, 2015). 

 

Peneliti Sutaryo dan Carolina (2014) membuktikan ukuran pemerintah yang 

diukur menggunakan aset menunjukan hubungan yang berpengaruh terhadap 

keterlambatan waktu penetapan APBD. Menurut Modugu (2012) ukuran 

pemerintahan yang diukur menggunakan total aset menunjukkan hubungan yang 

positif terhadap audit delay. Penelitian Ilna (2015) membuktikan bahwa ukuran 

pemerintah yang diukur menggunakan total aset menunjukkan hubungan yang 

tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

 

Penelitian Fachrurozi (2014) menjelaskan bahwa variabel kemandirian keuangan 

daerah yang diukur menggunakan total pendapatan asli daerah dibagi total 

pendapatan menunjukkan hubungan yang berpengaruh terhadap audit delay di 

pemerintahan daerah. Sedangkan menurut penelitian Ilna (2015) variabel 

kemandirian keuangan daerah yang diukur dengan menggunakan pendapatan asli 

daerah dibagi dengan bantuan pemerintah pusat/provinsi pinjaman menunjukkan 

menunjukan hubungan yang tidak berpengaruh terhadap audit delay di 

pemerintahan. Penelitian ini menguji variabel kemandirian keuangan daerah 

terhadap ketepatan waktu. 

 

Penelitian Trisnawati dan Komarudin (2014) menjelaskan bahwa variabel 

kekayaan pemerintah daerah yang diukur dengan menggunakan pendapatan asli 
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daerah menunjukan hubungan yang berpengaruh terhadap publikasi laporan 

keuangan. Menurut penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) kekayaan 

pemerintah daerah yang diukur dengan menggunakan pendapatan asli daerah 

menunjukan hubungan yang positif terhadap pengungkapan LKPD. Penelitian ini 

menguji variabel kekayaan pemerintah daerah yang relatif jarang digunakan 

dalam pengukuran ketepatan waktu untuk data sekunder. 

 

Penelitian Kartiko (2015) menjelaskan bahwa variabel opini audit yang diukur 

dengan menggunakan dummy variabel ketika WTP diberi nilai 1 dan selain WTP 

diberi 0 menunjukan hubungan terhadap keterlambatan LHP LKPD. Sedangkan 

penelitian Ilna (2015) menjelaskan bahwa opini audit diukur dengan 

menggunakanWajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberi kode 1, opini audit Wajar 

Dengan Pengecualian (WDP) diberi kode 2, opini audit Tidak Wajar (TW) diberi 

kode 3 dan untuk opini audit Tidak Memberi Pendapat (TMP) diberi kode 4. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menggunakan variabel ukuran 

pemerintah daerah karena terdapat perbedaan hasil penelitian dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Modugu (2012) dan Ilna (2015) menggunakan total aset 

dalam pengukuran ukuran pemerintahan. Penelitian ini mengacu kepada 

penelitian Modugu (2012) dan Ilna (2015) yang menggunakan total aset.  

 

Pengukuran variabel kemandirian keuangan daerah yang digunakan dalam 

penelitian ini mengacu pada penelitian Fachrurozi (2014) yang menggunakan total 

pendapatan asli daerah dibagi total pendapatan sebagai alat ukur kemandirian 

keuangan daerah.  
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Variabel pendapatan asli daerah variabel ini relatif jarang digunakan dalam 

penelitian ketepatan waktu yang menggunakan data primer. Hal ini membuat 

peneliti ingin menguji variabel pendapatan asli daerah dengan menggunakan data 

sekunder dan memperluas sampel penelitian. Penelitian ini mengacu pada 

Trisnawati dan Komarudin (2014) yang menggunakan pendapatan asli daerah 

terhadap publikasi laporan keuangan.  

 

Terdapat perbedaan alat ukur variabel opini audit yang digunakan  Kartiko (2015) 

yang menggunakan dummy ketika WTP 1 dan selain WTP 0 dan Penelitian Ilna 

(2015) yang menggunakan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberi 

kode 1, opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberi kode 2, opini audit 

Tidak Wajar (TW) diberi kode 3 dan untuk opini audit Tidak Memberi Pendapat 

(TMP) diberi kode 4. Penelitian ini mengacu pada penelitian Ilna (2015) yang 

menggunakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberi kode 1, opini audit Wajar 

Dengan Pengecualian (WDP) diberi kode 2, opini audit Tidak Wajar (TW) diberi 

kode 3 dan untuk opini audit Tidak Memberi Pendapat (TMP) diberi kode 4. 

 

Peneliti akan menguji ketepatan waktu di pemerintahan daerah dengan 

menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPK sehingga cakupan sampel 

pada penelitian ini akan lebih luas dengan menggunakan pemerintah daerah 

provinsi seluruh Indonesia. Peneliti memutuskan untuk mengambil judul  

“Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketepatan Waktu Penerbitan Laporan 

Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Seluruh 

Indonesia” 
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1.2. Perumusan dan Batasan Masalah 

 

 

1.2.1. Perumusan Masalah 

Telah diuraikan diatas terdapat pemerintah daerah melakukan keterlambatan 

dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah sehingga berpengaruh terhadap 

penerbitan LHP LKPD, maka peneliti akan meneliti yang akan dirumuskan dalam 

pertanyaan antara lain: 

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap ketepatan 

waktu penerbitan laporan keuangan hasil pemeriksaan. 

2. Apakah kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap ketepatan 

waktu penerbitan laporan keuangan hasil pemeriksaan.  

3. Apakah kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap ketepatan 

waktu penerbitan laporan keuangan hasil pemeriksaan.  

4. Apakah opini audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penerbitan 

laporan keuangan hasil pemeriksaan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain peneliti hanya menggunakan 

empat variabel dalam penelitian ini yaitu ukuran pemerintah daerah, kemandirian 

keuangan daerah, kekayaan pemerintah daerah dan opini audit tahun 2009-2013 

pemerintah daerah seluruh provinsi di Indonesia. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 

 

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap 

ketepatan waktu pemeriksaan. 

2. Untuk menganalisis bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif 

terhadap ketepatan waktu pemeriksaan. 

3. Untuk menganalisis bahwa kekayaan pemerintah berpengaruh positif 

terhadap ketepatan waktu pemeriksaan. 

4. Untuk menganalisis bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap ketepatan 

waktu pemeriksaan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

 

 

a) Bagi Akademis 

Sebagai sarana untuk menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang 

memengaruhi ketepatan waktu penerbitan laporan hasil pemeriksaan laporan 

keuangan pemerintah daerah  seluruh provinsi di Indonesia dan juga dapat sebagai 

bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. 

b) Bagi Praktisi 

Penilitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada 

pemerintah daerah provinsi dalam hal ketepatan waktu laporan hasil pemeriksaan 

laporan keuangan pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat lebih 

memperhatikan aspek dalam bidang ukuran pemerintah daerah, kemandirian 

keuangan daerah, kekayaan pemerintah daerah dan opini audit dalam menyajikan 
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informasi pelaporan keuangan dengan tepat waktu sehingga dapat meningkatkan 

ketepatan waktu dalam penerbitan LHP LKPD.



 

 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

 

 

 

2.1 Landasan Teori 

 

 

2.1.1 Teori Agensi dalam Pemerintahan 

Halim dan Abdullah (2010) menjelaskan bahwa hubungan keagenan terdapat dua 

pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni yang memberikan 

kewenangan atau kekuasaan disebut prinsipal dan yang menerima kewenangan 

disebut agen. Hubungan keagenan dalam pemerintahan dapat ditunjukkan melalui 

hubungan rakyat sebagai prinsipal dengan pemerintah sebagai agen. Hubungan 

yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat yang 

menggunakan pemerintah untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan 

rakyat. 

 

Teori keagenan berfokus dalam  mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi 

dalam hubungan keagenan (Eisenhardt, 1989). Pertama adalah masalah keagenan 

yang timbul pada saat (a) keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan dari prinsipal 

dan agen berlawanan dan (b) merupakan suatu hal yang sulit atau mahal bagi 

prinsipal untuk melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh 

agen. Permasalahannya adalah prinsipal tidak dapat memverifikasi apakah agen 

telah melakukan sesuatu dengan tepat. Kedua adalah masalah pembagian resiko 
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yang timbul pada saat prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap 

resiko. Pengaruh teori agensi terhadap ketepatan waktu dipemerintahan yaitu 

ketika pemerintah daerah dituntut oleh masyrakat untuk melakukan penyajian 

laporan keuangan yang tepat waktu dan melakukan transpransi laporan keuangan 

agar terhidar dari pertentangan masyarakat untuk lebih mempercayakan hasil 

kinerja yang telah diberikan agen dalam melaporkan transparasi pelaporan 

keuangan untuk pihak prinsipal. 

 

2.1.2 Teori Kepatuhan dalam Pemerintahan 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)  menjelaskan bahwa kepatuhan 

berasal dari kata patuh.  Patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah 

atau aturan dan berdisiplin. Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial 

khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada 

pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang 

individu (Fachrurozi, 2014). 

 

Berdasarkan perspektif normatif maka sudah seharusnya teori kepatuhan ini dapat 

diterapkan di bidang akuntansi. Kepatuhan entitas pelaporan dalam 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan merupakan 

suatu hal yang mutlak dalam memenuhi kepatuhan terhadap pengungkapan 

informasi dalam laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi 

pemerintahan (Rosalin, 2011). Pengaruh teori kepatuhan terhadap ketepatan 

waktu sudah harus diterapkan karena penyajian laporan keuangan diakuntansi 

pemerintahan memiliki peraturan entitas pelaporan sesuai dengan tanggal 

pertanggungjawaban yang dipertegaskan oleh peraturan perundang - undangan 
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pemendagri karena akuntansi pemerintahan memiliki pertanggung jawaban 

terhadap peraturan perundang – undangan yang harus dipatuhi dan 

dipertanggungjawabkan terhadap penyajian pelaporan keuangannya. 

 

2.1.3 Laporan Keuangan di Organisasi Sektor Publik 

Banyak pihak yang melaporkan laporan keuangan hasil transaksi untuk dijadikan 

informasi dalam laporan keuangan untuk dipublikasikan oleh pemerintah daerah 

agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang 

menjelaskan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 

entitas pelaporan penyusunan laporan keuangan pokok pertanggungjawaban 

meliputi : 

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  

LRA yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian 

sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang 

menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu 

periode pelaporan.  

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)  

Laporan Perubahan SAL merupakan laporan yang menyajikan informasi 

kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya. 

3. Neraca  

Neraca yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas 

pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.  
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4. Laporan Operasional (LO)  

LO merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang 

menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah 

pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode 

pelaporan. 

5. Laporan Arus Kas (LAK)  

LAK yaitu laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan 

aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi 

non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan 

saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.  

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)  

LPE merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan 

ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.  

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)  

CaLK yaitu laporan yang meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka 

yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan 

operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. 

 

2.2. Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan 

 

 

Menurut Chamber dan Penman (1984) dalam Hilmi dan Ali (2008) ketepatan 

waktu dapat didefinisikan dalam dua cara yaitu: (1) ketepatan waktu didefinisikan 

sebagai keterlambatan waktu pelaporan dari tanggal laporan keuangan sampai 

tanggal melaporkan, (2) ketepatan watu ditentukan dengan ketepatan waktu 
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pelaporan relatif atas tanggal pelaporan yang diharapkan. Ketepatan waktu adalah 

batasan penting pada publikasi laporan keuangan (Fachrurozi, 2014). Ketepatan 

waktu adalah rentang waktu penerbitan laporan hasil pemeriksaan laporan 

keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit kepada publik sejak tahun 

anggaran berakhir.  

 

Penerbitan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah diatur 

dalam peraturan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara Pasal 56 ayat (3) pemerintah daerah diwajibkan untuk 

menyusun laporan keuangan selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya 

tahun anggaran untuk diserahkan kepada BPK agar dilakukannya pemeriksaan 

laporan keuangan. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 ayat (1) BPK 

melaksanakan pemeriksaan atas LKPD dengan batasan waktu dua bulan sejak 

diterima laporan keuangan dari pemerintah, karena tanggal penyerahan laporan 

keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap waktu laporan hasil 

pemeriksaan yang dikeluarkan oleh BPK. Laporan keuangan pemerintah daerah 

yang menyerahkannya dengan tepat waktu akan berpengaruh terhadap tanggal 

penerbitan waktu laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan.  

 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan bahwa tujuan umum laporan keuangan adalah menyajiakan 

informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, 

arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelapoan yang 
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bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan 

mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan laporan keuangan 

pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan 

keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya 

yang dipercayakan. 

 

Pemerintah daerah yang terlambat menyerahkan laporan keuangan pemerintah 

daerah kepada BPK akan berpengaruh terhadap penyajian informasi yang akan 

disampaikan dalam pengambilan keputusan. Keterlambatan tanggal penerbitan 

tidak tepat waktu akan menyebabkan  informasi tersebut kehilangan nilai dan 

mempengaruhi kualitas keputusan. 

 

2.2.1 Ukuran Pemerintahan Daerah 

Ukuran organisasi menunjukkan seberapa besar suatu organisasi tersebut, 

organisasi besar lebih cenderung memiliki banyak aturan dan ketentuan dari pada 

organisasi kecil (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011). Ukuran pemerintah 

merupakan gambaran besar kecilnya pemerintah daerah yang ditentukan 

berdasarkan jumlah aset yang dimiliki (Ilna, 2015). Pemerintah daerah memiliki 

aset dengan jumlah yang besar akan mampu menyusun laporan keuangan dengan 

tepat waktu karena pemerintah daerah yang memiki aset yang besar akan menjadi 

perhatian auditor dalam melakukan pemeriksaanya. 

 

2.2.2 Kemandirian Keuangan Daerah 

Kemandirian keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui 

kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 
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(Fachrurozi, 2014). Kemandirian keuangan daerah menunjukan kemampuan 

pemerintah daerah dalam membiayai sendiri  kegiatan pemerintah, pembangunan 

dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi 

sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2011: L-5). 

Pemerintah daerah yang memiliki kemandirian keuangan daerah yang cukup 

tinggi untuk membiayai kebutuhan daerahnya berpengaruh terhadap kemampuan 

pengelolaan keuangan daerah yang baik. Ketika pemerintah daerah memiliki 

kemampuan pengelolaan keuangan yang baik maka penyusunan laporan keuangan 

pemerintah daerah akan tepat waktu dan auditor akan cepat melakukan 

pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. 

 

2.2.3 Kekayaan Pemerintah Daerah 

Kekayaan pemda menggambarkan tingkat kemakmuran daerah tersebut (Sinaga, 

2011). Pendapatan asli daerah sebagai salah satu penerimaan daerah yang 

bersumber dari wilayahnya sendiri yang mencerminkan tingkat kemandirian 

daerah (Santosa dan Rahayu, 2005). Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

disebutkan bahwa pendapatan asli daerah berasal dari: 

1. Pajak Daerah  

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

sebagai Perubahan dari Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak 

Daerah yang menjelaskan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak 

adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak 
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mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

2. Retribusi Daerah  

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi 

Daerah yang menjelaskan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut 

retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 

izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah 

untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  

Berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah hasil pengelolaan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan 

meliputi: 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

daerah/BUMD, 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik  

pemerintah/BUMN, 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan 

milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.  

4. Lain-lain PAD yang Sah  

Berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan lain-lain PAD yang sah disediakan untuk 

menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak 

daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan.Pendapatan asli daerah yang besar yang dimiliki pemerintah daerah 

dapat berpengaruh terhadap waktu dalam menyajikan laporan keuangan. 

Ketika pemerintah memiliki PAD yang besar masyarakat akan lebih cenderung 

untuk meminta transparasi laporan keuangan yang pemerintah lakukan agar 
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terhindar dari penyalahgunaan dan LHP LKPD akan diterbitkan dengan tepat 

waktu. 

 

2.2.4 Jenis-jenis Pendapat Auditor  

Opini audit adalah pernyataan profesional pemeriksaan atas tingkat kewajaran 

informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. 

Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksaterdiri dari: 1) 

Opini Wajar Tanpa Pengecualian,  2) Opini Wajar Dengan Pengecualian, 3) Opini 

Tidak Wajar, 4) Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (BPK, 2008). 

 

2.3 Penelitian Terdahulu  

 

 

Fachururozi (2014) meneliti analisis faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay 

pada pemeritah daerah di Indonesia hasil yang didapat bahwa pengujian secara 

simultan menyimpulkan semua variabel independen mempengaruhi variabel 

dependen sebesar 25 persen. Pengujian secara parsial memperlihatkan hasil bahwa 

ada lima dari delapan faktor yang berpengaruh terhadap audit delay, yaitu 

pengalaman, tingkat kemandirian, kemampuan keuangan, lokasi, dan temuan 

audit.pengalaman pemerintah daerah, tingkat kemandirian daerah, kemampuan 

keuangan daerah, lokasi, ukuran entitas, akuntabilitas kinerja, temuan audit dan 

jumlah entitas pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap audit delay 

pemerintah daerah.  

 

Setyaningrum dan Syahfitri (2012) meneliti pengaruh karakteristik pemerintah 

daerah terhadap tingkat pengukapan laporan keuangan. Penelitian ini menunjukan 
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bahwa ukuran legislatif, umur administrasi pemda, kekayaan pemda dan 

intergovernmental revenue berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

laporan keuangan pemerintahan daerah. 

 

Ilna (2015) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay pemerintah 

daerah se-Indonesia yang didapat menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh 

terhadap audit delay pemerintah daerah. 

 

Kartiko (2015) meneliti pengaruh opini audit WTP, jenjang pendidikan Strata 2 

akuntansi manajer audit, sertifikasi profesional di bidang audit, dan 

penyelenggaraan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi informasi yang 

terintegrasi secara signifikan mampu menekan jangka waktu keterlambatan 

penerbitan LHP LKPD . 

 

Dari uraian diatas dan didapatkan hasil yang berbeda-beda pada setiap penelitian 

mengenai ketepatan waktu penerbitan laporan hasil pemeriksaan laporan 

keuangan pemerintah daerah,  maka peneliti ingin melihat kembali beberapa 

faktor yang menyebabkan tidak ketepatan waktu pelaporan keuangan yaitu ukuran 

pemerintah daerah, kemandirian keuangan daerah, kekayaan pemerintah daerah 

dan opini audit 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Terdapat 

empat faktor yang memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penerbitan 
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laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yaitu 

ukuranpemerintah daerah, kemandirian keuangan daerah, kekayaan pemerintah 

daerah dan opini audit.Berikut adalah keangka pemikiran dari penelitian ini. 

 

 

(+) 

 

   aaa   (+) 

 

    

                 (+) 

      (+) 

 

 

 

2.5 Pengembangan Hipotesis 

 

 

2.5.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Ketepatan Waktu 

Dyer dan Mc Hugh (1975) dalam Sutaryo dan Caroline (2014) menjelaskan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh dengan ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. Menurut Modugu (2012) ukuran pemerintah daerah yang berpengaruh 

positif terhadap audit delay. Pemerintah daerah yang memiliki aset yang besar 

dituntut mampu menyusun transparasi laporan keuangan pemerintah daerah 

dengan tepat waktu. Ketika aset yang dimiliki pemerintah daerah besar maka 

auditor akan mempercepat proses penyelesaian kegiatan pemeriksaan yang akan 

berpengaruh terhadap penerbitan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan 

pemerintah daerah, mengingat pengelolaan aset daerah seiring menjadi perhatian 

Ukuran Pemerintah Daerah,  

X1  

KETEPATAN 

WAKTU 

Kemandirian Keuangan Daerah, 

X2  

Kekayaan Pemerintah Daerah, 

X3 

Opini Audit,  

X4 
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auditor Badan Pemeriksaan Keuangan agar terhindar dari penyalahgunaan aset 

dipemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

H1 : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap ketepatan 

waktu. 

 

2.5.2 Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Ketepatan Waktu 

Fachrurozi (2014) menjelaskan bahwa sebuah daerah yang memiliki tingkat 

kemandirian yang rendah akan cenderung mempunyai kemampuan keuangan 

daerah yang terbatas hasil penelitiannya menunjukan kemandirian berpengaruh 

terhadap audit delay. Pertumbuhan yang positif mendorong adanya  kemampuan 

pemerintah daerah yang tinggi untuk menunjukan kemandirian terhadap 

kemampuan keuangan daerah dalam pengelolaan laporan keuangannya. 

Kemandirian pemerintah daerah berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat dan 

peran pemerintah dalam kemampuan peningkatkan kualitas layanan publik yang 

baik akan mencerminkan kinerja yang baik untuk pemerintah daerah salah satu 

indikasinya adalah ketepatan penyampaian laporan keuangan. Kemandirian 

keuangan daerah dapat mendukung kerjasama yang baik antara pemda dalam 

penyerahan LKPD karena auditor akan melakukan pemeriksaan dengan tepat 

sesuai dengan peraturan agar berpengaruh terhadap LHP LKPD pemerintah 

daerah yang tepat waktu. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut:  

H2: Kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap ketepatan 

waktu. 
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2.5.3 Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah terhadap Ketepatan Waktu 

Trisnawati dan Komarudin (2014) menjelaskan bahwa kekayaan pemerintah 

daerah menunjukkan tingkat kemakmuran dalam suatu daerah. Kekayaan yang 

besar cenderung rentan terhadap penyalahgunaan, sehingga masyarakat menjadi 

lebih tertarik dalam mengawasi kinerja pemda dan menuntut transparansi atas 

pengelolaan keuangan pemda hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kekayaan 

pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan 

pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki pendapatan asli daerah yang 

cukup besar akan dituntut untuk melakukuan penyajian laporan keuangan secara 

tepat waktu. Ketika pemerintah daerah yang memiliki PAD yang lebih besar akan 

memaksimalkan sumber daya untuk melakukan transparansi dan laporan 

ketepatan waktu karena pendapatan asli daerah yang besar rentan akan 

penyalahgunanaan oleh karena itu auditor akan menyegerakan proses 

penyelesaian kegiatan pemeriksaan. Agar dapat memberikan bukti kepada 

masyarakat bahwa tidak ada penyalahgunaan PAD dan penerbitan laporan hasil 

pemeriksaan akan tepat waktu.  

 

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:  

H3: Kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap ketepatan 

waktu. 

 

2.5.4 Pengaruh Opini Audit terhadap Ketepatan Waktu 

Payne dan Jensen (2000) dalam Muladi (2014) menjelaskan bahwa opini audit 

berpengaruh positif terhadap audit delay. Opini yang dikeluarkan oleh BPK atas 

laporan keuangan pemerintah daerah provinsi yang berupa opini non WTP (yaitu 
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WDP, TW, atau TMP) dapat menjadi informasi catatan yang buruk terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah. Auditor akan melakukan pemeriksaan 

laporan keuangan pemerintah daerah dan mempertimbangkan serangkaian 

tambahan prosedur terkait laporan keuangan yang diyakini secara wajar dalam hal 

material. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai 

berikut:  

H4 : Opini Audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu



 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.Data 

sekunder yang digunakan oleh peneliti berupa laporan hasil pemeriksaan terhadap 

laporan keuangan pemerintah daerah seluruh provinsi di Indonesia tahun 2009-

2013. 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

 

 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi untuk dilakukan penelitian adalah 

pemerintah daerah seluruh provinsi di Indonesia. Teknik pemilihan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling, dengan kriteria 

antara lain: 

1. Menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah provinsi secara lengkap 

sesuai dengan variabel yang telah ditentukan pada tahun 2009-2013. 

2. Menyajiakan tanggal hasil opini audit dari BPK. 
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3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

 

 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian adalah ketepatan waktu yang menunjukan 

batasan waktu dalam melaporkan laporan keuangan ketika tanggal hasil 

pemeriksaan diterbitkan. Variabel ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan 

yang telah dikeluarkan dari hasil opini audit setelah dilakukannya pemeriksaan 

oleh BPK selambat lambatnya 2 bulan ketika penyerahan LKPD dari pemerintah 

daerah kepada BPK paling lambat 31 Maret. Variabel ini menggunakan variabel 

dummy, dimana kategori 1 untuk tanggal penerbitan laporan hasil pemeriksaan 

BPK yang tepat waktu, sedangan 0 untuk tanggal penerbitan laporan hasil 

pemeriksaan BPK yang tidak tepat waktu. 

 

Menurut peraturan Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara pasal 56 ayat (3) dan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 

2004 pasal 17 ayat (1). Peneliti ini menggunakan pengukuran ketepatan waktu 

dengan tanggal penerbitan laporan hasil pemeriksaan BPK dihitung kurang dari 

150 hari sejak berakhirnya tahun anggaran. 

 

3.3.2 Variabel Independen 

Pada penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah  

1. Ukuran Pemerintah Daerah 

Sumarjo (2010) menggunakan total aset pemerintah daerah sebagai proksi 

untuk variabel ukuran pemerintah daerah karena aset menunjukkan sumber 



28 
 

daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari 

peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan 

dapat diperoleh. 

 

Merujuk pada penelitian yang dilakukan Setyaningrum dan Syafitri Desember 

(2012) maka untuk mengukur ukuran pemerintah daerah pada penelitian ini 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

   

  

   

2. Kemandirian Keuangan Daerah 

Menurut Rizkiano (2011) dalam Fachrurozi (2014) Tingkat kemandirian 

pemerintah daerah memperlihatkan kesiapan daerah dalam menggali sumber 

dana potensi lokal yang terkandung di dalamnya dan dinyatakan dalam persen. 

Merujuk pada penelitian yang dilakukan Fachrurozi (2014) maka untuk 

mengukur kemandirian pemerintah daerah pada penelitian ini menggunakan 

rumus sebagai berikut. 

 

 

 

 

3. Kekayaan Pemerintah Daerah 

Sinaga (2011) menggunakan kekayaan pemda karena menggambarkan tingkat 

kemakmuran daerah tersebut. PAD merupakan satu-satunya sumber keuangan 

Total Aset 

 

         Pendapatan Asli Daerah 

Kemandirian =                                                
Total Pendapatan 
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yang berasal dari pemerintah itu sendiri yang mencerminkan kekayaan daerah 

(Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011). 

 

Merujuk pada penelitian yang dilakukan Setyaningrum dan Syafitri Desember 

(2012) maka untuk mengukur kekayaan  pemerintah daerah pada penelitian ini 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

 

 

4. Opini Audit 

Opini audit dapat diukur berdasarkan pendapat yang diberikan oleh auditor : 

4) Opini Wajar Tanpa Pengecualian, 3) Opini Wajar Dengan Pengecualian, 2) 

Opini Tidak Wajar, 1) Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat. 

 

3.4 Metode Analisis Data 
 

 

Data yang berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan ini kemudian dianalisis secara 

kuantitatif dengan menggunakan metode sebagai berikut: 

 

3.4.1 Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran 

tentang distribusi frekuensi variabel-variabel dalam penelitian ini, nilai 

maksimum, minimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi. 

 

 

Pendapatan Asli Daerah 

 



30 
 

3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Pada penelitian ini pengujian asumsi klasik yang digunakan adalah uji 

multikolinearitas dan autokorelasi. Karena menurut (Ghozali, 2013) metode ini 

cocok digunakan untuk penelitian yang variabel dependennya bersifat kategorikal 

(nominal atau non metrik) dan variabel independennya kombinasi atau campuran  

antara metrik dan non metrik hal ini dapat dianalisis dengan logistic regression 

karena tidak perlu asumsi normalitas data pada variabel bebasnya. Kemudian 

menurut Gujarati (1995) dalam Sulistyo (2010)  menyatakan bahwa logistic 

regression juga mengabaikan masalah heteroscedacity, artinya disini variabel 

dependen tidak memerlukan homoscedacity untuk masing-masing variabel 

independennya. 

 

3.4.2.1 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara 

variabel bebas di dalam model regresi. Multikolinieritas dapat disebabkan oleh 

adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen. Multikolinieritas dapat 

dilihat dari nilai Tolerance dan variance inflation faktor (VIF). Jika nilai 

tolerance  ≥  0,10 dan nilai VIF ≤ 10 maka model regresi tersebut bebas dari 

multikolonieritas (Ghozali, 2013). 

 

3.4.2.2 Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2013) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi 
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muncul karena observasi yang berurutan sepanjang tahun berkaitan satu sama 

lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas 

dari satu observasi ke observasi lainnya. 

 

3.5 Uji Hipotesis 

 

 

Guna menguji hipotesis yang telah ditetapkan memiliki pengaruh atau tidak, 

pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan 

regresi logistik (logistic regression) karena menurut (Ghozali, 2012: 9) metode 

ini cocok digunakan untuk penelitian yang variabel dependennya bersifat 

kategorikal (nominal atau non metrik). 

 
 
Regresi logistik digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel ukuran 

pemerintah daerah, kemandirian pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah 

dan opini audit mempengaruhi ketepatan waktu laporan keuangan. Dalam hal ini 

dapat dianalisis dengan Logistic Regression karena tidak perlu asumsi normalitas 

data pada variabel bebasnya (Ghozali, 2012). 

 

Model regresi logistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Y = 1 2 3 4  

Keterangan: 

  :Dummy variabel ketepatan waktu (kategori 0 untuk 

tanggal hasil pemeriksaan yang tidak tepat waktu  yang 

tepat waktu dan kategori 1 untuk tanggal hasil 

pemeriksaan yang tepat waktu  yang tepat waktu). 

   : Konstanta 

1Ukuran  : Ukuran Pemerintah Daerah 

2Kemandirian : Kemandirian Keuangan Daerah 
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3Kekayaan : Kekayaan Pemerintah Daerah 

4 Opini Audit : Opini Auditor 

ε   : Error 

 

Menurut Ghozali (2013) didalam analisis pengujian dengan logistic regression 

perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut: 

1. Menilai Kelayakan Model Regresi 

Perhatikan output dari Hosmer and Lemeshow dengan hipotesis: 

H0 = Model yang dihipotesakan fit dengan data. 

H1 = Model yang dihipotesakan tidak fit denga data. 

Dasar pengambilan keputusan adalah dengan memperhatikan nilai 

goodnessof fit yang diukur dengan nilai Chi-Square pada bagian bawah uji 

Hosmer and Lemeshow dimana, jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima 

sedangkan jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak (Ghozali, 2013). 

2. Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Perhatikan angka -2 Log Likelihood (LL) pada awal (block number = 0) 

dan angka -2 Log Likelihood pada block number = 1. Jika terjadi 

penurunan angka -2 Log Likelihood (block number = 0 – block number = 

1) menunjukkan model regresi yang baik. Log Likelihood pada logistic 

regression mirip dengan pengertian “sum of squared error” pada model 

regresi sehingga pnurunan Log Likelihood menunjukkan model regresi 

yang baik (Ghozali, 2013). 

3. Menguji Koefisien Regresi  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam uji koefisien regresi adalah 

tingkat signifikan yang digunakan adalah sebesar 5%. Kriteria penerimaan 

dan penolakan hipotesis didasarkan pada significant p-value ( probabilitas 
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value), jika p-value (significant) >5%, maka hipotesis alternatif ditolak. 

Sebaliknya, jika p-value <5% , makan hipotesis alternatif diterima 

(Ghozali, 2013).



 

 

 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai ukuran 

pemerintah daerah, kemandirian pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah 

dan opini audit terhadap ketepatan waktu LHP LKPD pada pemerintahan provinsi 

di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 

1. Variabel ukuran pemerintah daerah provinsi tidak terdukung dalam 

penelitian ini menunjukan bahwa masih terdapat kelemahan sistem 

pengendalian terhadap akun kas dan aset tetap dalam laporan keuangan 

Provinsi Bengkulu tahun 2010 ini menyebabkan pengelolaan aset yang 

kurang baik tidak dapat berpengaruh terhadap ketepatan waktu.  

2. Variabel kemandirian pemerintah daerah provinsi terdukung dalam 

penelitian ini menunjukan bahwa tingkat kemandirian pemerintah daerah 

yang semakin tinggi dapat berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

3. Variabel kekayaan pemerintah daerah provinsi tidak terdukung dalam 

penelitian ini menunjukan bahwa masih terdapat kelemahan sistem 

pengendalian terhadap pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor  
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Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor belum sepenuhnya didukung 

dengan bukti penerimaannya dalam laporan keuangan Provinsi Nusa 

Tenggara Timur tahun 2013 ini menyebabkan pengelolaan PAD yang 

kurang baik tidak dapat berpengaruh terhadap ketepatan waktu. 

4. Variabel opini audit tahun sebelumnya terdukung dalam penelitian ini 

karena opini audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu, baik laporan 

keuangan yang disampaikan tepat waktu  dan isi dalam laporan keuangan 

disajiakan secara wajar berpengaruh terhadap opini audit yang akan 

dikeluarkan. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 

 

1. Penelitian ini didasarkan pada sumber data skuender pada laporan 

keuangan pemerintah daerah sehingga variabel yang dilakukan penelitian 

berdasarkan data yang dipublikasikan. 

2. Penelitian ini juga dilakukan dengan analisis tambahan yaitu wawancara 

pada pemerintahan provinsi lampung sehingga hasil wawancara hanya dari 

satu sampel saja. 

3. Penelitian ini dan Penelitian sebelumnya dalam ukuran pemerintah tidak 

memiliki hasil yang signifikan oleh karena itu disarankan untuk peneliti 

selanjutnya untuk menggunakan data penelitian menjadi kuisioner dan 

menggunakan faktor- faktor seperti besarann SKPD, tata kelola dan 

aplikasi sistem agar mendapatkan hasil yang terdukung dalam penelitian 

selanjutnya. 



50 
 

 

5.3 Saran 

 

 

1. Untuk penelitian pada masa mendatang, disarakan untuk menggunakan 

variabel lain yang diduga akan berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

laporan keuangan pemerintah daerah provinsi. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel penelitian 

diperkecil menjadi pemerintah provinsi saja agar hasil yang didapat dapat 

berpengaruh terhadap penelitiannya. 

3. Penelitian selanjutnya disarankan dalam mengukur ukuran pemerintah 

daerah menggunakan besaran SKPD. 

4. Bagi pemerintah daerah provinsi dapat diharapkan lebih baik dalam 

pertanggung jawaban pengelolaan aset yang dimilikinya agar dapat tepat 

waktu dalam melakukan penyajian laporan keuanganya. 
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